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ABSTRAK

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat.
Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan
masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang
dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana
Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan
tentang pengelolaan Dana Desa dan system akuntabilitas serta pengawasan dana desa. Hal ini berkaitan
dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya
masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk
pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Dana Desa adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan
berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas
hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengawasan, Dana Desa

PENDAHULUAN beralamat di JI. Surya Kencana No. 1
A. Tujuan Pengabdian Kepada pamulang dengan mengemban  visi

Masyarakat “
Bermutu dalam pengembangan

Tujuan —umum  dari  kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

pengabdian kepada masyarakat ini adalah terjangkau seluruh lapisan masyarakat,

membantu warga masyarakat dalam mem- berlandaskan ridha Tuhan yang Maha

berikan pemahaman akan Akuntabilitas dan Esa”. UNPAM dalam lingkup perguruan

Pengawasan  Dana  Desa  berdasarkan tinggi ada di dalam wilayah lingkungan

Undang-Undang  Republik  Indonesia

Kopertis IV.
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. UNPAM membuka  diri  untuk
B. Manfaat  Pengabdian  Kepada melakukan berbagai kerjasama dengan
Masyarakat berbagai pihak dalam rangka

Universitas Pamulang (UNPAM) ] L )
pengembangan ilmu, institusi, teknologi

merupakan kampus yang berdiri di bawah . )
dan seni dalam rangka pelaksanaan Tri

naungan Yayasan Sasmita Jaya yang L .
Dharma  Perguruan  Tinggi  yakni

454


mailto:dosen01298@unpam.ac.id
https://www.pengadaan.web.id/2019/11/musyawarah-perencanaan-pembangunan-musrenbang.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/12/apbdes.html

ABDI LAKSANA

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VOLUME 3NOMOR3

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian.
UNPAM

dengan berbagai

sudah mempunyai jaringan

lembaga lain yakni
pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten, dunia usaha, swasta
maupun dengan masyarakat.

Program pengabdian ini disusun
berdasarkan hasil survey pendahuluan oleh
TIM PKM dengan memperhatikan data-
data, bahan-bahan hukum yang relevan
terkait mekanisme pergantian kepala desa

antar waktu di wilayah Tangerang.

MATERI&METODE PELAKSANAAN
A. Pelaksanaan

Pelaksanaan program yang akan
dilaksanakan oleh peserta adalah program
penyuluhan hukum. Selain itu, agar
program dari kegiatan tersebut berdampak
positif di masyarakat, maka yang akan
dilakukan

peserta PKM. Metode yang digunakan

adalah pendampingan oleh

dalam melakukan pemberdayaan kelompok
sasaran adalah pemberian materi dengan

cara ceramabh, diskusi dan simulasi.

B. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam
melaksanakan kegiatan pengabdian kepada
memberikan

masyarakat dengan

penyuluhan/ceramah, selanjutnya
dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk
memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk
pemecahan masalah dan kendala yang

dihadapi, dengan pemberikan contoh kasus
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yang pernah terjadi. Pada saat memberikan

yang
dalam

penyuluhan/ceramah  peralatan

dipakai  untuk  memudahkan
menyampaikan materi adalah laptop dan
LCD projektor sehingga memudahkan
masyarakat dalam memahami topik yang
disajikan.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa adalah dana APBN yang
diperuntukan bagi Desa yang ditransfer
APBD

diprioritaskan untuk pelaksanaan pemba-

melalui kabupaten/kota  dan

ngunan dan pemberdayaan masyarakat

Desa. Program Dana Desa tentu saja

memiliki tujuan yang merupakan imple-

mentasi untuk mewujudkan cita-cita dari

Bangsa Indonesia yaitu tercapainya kese-

jahteraan yang adil dan merata, hal ini

menjadi latar belakang digulirkannya

program Dana Desa yang pendanaannya

bersumber dari Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN). (UU No 6 Tahun

2014 ayat 2 huruf b. Secara garis besar

tujuan dari program Dana Desa yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di
Desa

2. Mengentaskan kemiskinan

3. Memajukan perekonomian Desa

4. Mengatasi kesenjangan pembangunan
antar Desa

5. Memperkuat masyarakat Desa sebagai
subjek pembangunan.

Dalam sistem penanganan dana desa
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perlu adanya penegasan serta pengawasan
yang terarah dan cukup ketat mengingat
banyak aspek-aspek pengerjaan yang
memiliki celah mudah untuk dapat
dilakukanya tindak pidana korupsi. Selain
memiliki tujuan untuk menyelesaikan
permasalahan yang ada di Desa, program
Dana Desa ini diharapkan dapat
dialokasikan tepat sasaran sesuai dengan
cita-cita Bangsa Indonesia. Adapun yang
menjadi sasaran dari Dana Desa ini adalah
ekonomi,

pengembangan di  bidang

pengembangan kapasitas sumber daya

manusia (SDM) dan sarana umum.

Salah satu hal yang dapat dilakukan
dalam penanganan permasalahan dana desa
adalah dengan memperketat mekanisme
penyaluran dana desa, yang dapat
dilakukan dengan cara :

1. Dana desa yang disalurkan dari
rekening kas umum, dipastikan masuk
ke dalam rekening kas desa.

2. Alokasi penyaluran dana desa non BLT
maksimal 60% dari total pagu.

3. Alokasi dana desa untuk BLT desa
minimal 40% dalam total pagu, dan
dalam hal selisih antara pagu dana desa
untuk BLT desa dengan dana desa

BLT  yang

dianggarkan maka selisih dimaksud

tidak disalurkan ke RKD.

Selain memperketat poin di atas,

untuk seharusnya

pengawasan baik intern desa maupun

pemerintah sangatlah dibutuhkan, oleh
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karena itu penerapan akuntabilitas dana
desa sangat dibutuhkan guna melakukan
pencegahan di berbagai sistem penerapan
dana desa itu sendiri. Dalam setiap program
yang digulirkan oleh pemerintah selalu ada
permasalahan yang menjadi prioritas untuk
segera diselesaikan tidak terkecuali dalam
pelaksanaan program Dana Desa. Jumlah
anggaran yang telah ditetapkan oleh
pemerintah untuk masing-masing Desa
sering kali belum mencukupi untuk dapat
menyelesaikan permasalahan yang ada di
desa secara simultan. Berangkat dari hal
tersebut maka peran pemerintahan Desa
dalam hal ini sangatlah penting terutama
dalam menganalisa dan membuat skala
prioritas, agar anggaran dana yang terbatas
dapat dimanfaatkan secara efektif dan

efisien. Implementasi penggunaan Dana

Desa lebih diprioritaskan untuk
pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa, terutama  untuk

pembangunan insfrastruktur, peningkatan

kualitas hidup, penanggulangan
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Aspek terpenting dalam pelaksanaan
Dana Desa adalah mekanisme penyaluran
Dana Desa. Meskipun dalam UU No 6
Tahun 2014 Pemerintahan Desa diberikan
kewenangan untuk untuk mengelola
keuangannya secara mandiri sesuai dengan
kebutuhan dan prakarsa masyarakat tetapi

dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa
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tetap melibatkan Pemerintah Kab/Kota
sesuai dengan kewenangannya. Dalam
proses penyaluran Dana Desa, pemerintah
pusat mensyaratkan beberapa kriteria yang
harus dipenuhi oleh pemerintahan Desa
sebagai bahan pertimbangan  untuk
pengajuan jumlah anggaran Dana Desa.
Teknis dan ketentuan penyaluran Dana
Desa diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan No 50/PMP/.07/2017 tentang
pengelolan transfer ke Daerah dan Dana
Desa sebagaimana diubah dengan peraturan
menteri keuangan No 12/PMK.07/2017
pasal 1 ayat 1 dan ayat 6. Berikut adalah
foto-foto kegiatan selama pelaksanaan
PKM.

Gambar: Dokumentasi PKM

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Dana desa merupakan salah satu
program pemerintah yang memiliki nilai
yang sangat penting, Begitu banyak
fenomena kasus yang menjerat aparatur
desa dalam pengelolaan keuangan dan dana
desa. Dan yang paling banyak terseret kasus
tipikor pengelolaan keuangan desa adalah
kepala desa. Korupsi menyebabkan
kerugian bagi negara dan masyarakat,
menghancurkan sistem  perekonomian,
sistem demokrasi, sistem politik, sistem
hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan
sosial kemasyarakatan, dan  korupsi
berdampak pada psikologis orang terdekat.
Pemberantasan tipikor dapat dilakukan
dengan upaya pencegahan (preventif),
upaya penindakan (kuratif), upaya edukasi
masyarakat/mahasiswa, upaya edukasi
LSM. Dana Desa merupakan program
Pemerintah Pusat yang dapat memberikan
banyak manfaat terhadap kemajuan Desa
dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang
terpenting dalam pengelolaan Anggaran
Dana Desa adalah mekanisme penyaluran
dan pengalokasian dana sesuai dengan
skala prioritas di Pemerintahan Desa,
terjalinnya kerjasama yang baik antara
setiap elemen vyang terkait dalam
pelaksanaan Anggaran Dana Desa(ADD),
serta pengawasan yang tepat dan sesuai
dengan kewenangan terhadap setiap

kegiatan yang didanai oleh Anggaran Dana
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Desa(ADD).

B. Saran-Saran
Berdasarkan review ini, ditemukan
beberapa hal yang menjadi perhatian dan

perlu untuk diperbaiki antara lain :

1. Perubahan Regulasi terus

yang

menerus  dan  kurang  sinkron
menyebabkan kebingungan di tingkat
operasional. Saat ini PMK tentang
mekanisme penyaluran dana desa tiap
tahun terus berubah. Belum lagi masih
antara

dijumpai  ketidaksinkronan

Permendes dengan  Permendagri
misalnya terkait pengelolaan BUMdes
dan keterlibatan masyarakat.

2. Belum ada kejelasan aturan tentang

PNPM-MPd,

ini

dana bergulir

ketidakjelasan  aturan rawan
mengingat terjadi
PNPM Mpd ini dari 10,69 T (2015)
menjadi 8,43T (Okt 2017).

3. Belum adanya SOP dalam manajemen

penurunan aset

penanganan aduan terkait keuangan
desa. Saat ini tidak ada kejelasan
penanganan aduan yang komprehensif
tentang dana desa. Penanganan aduan
di tingkat Pusat juga dirasa masih
lemah. Di Kemendes sendiri aduan
yang dikelola satgas dan Manas
Pendamping belum terkoneksi dengan
baik. Keterkaitan penanganan aduan
dari level pemda ke pusat belum

terkoneksi dengan baik.
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Pengaduan layanan publik menjadi

salah satu instrumen penting dalam
mengontrol kualitas dan kinerja layanan
publik. Dengan menyediakan layanan

pengaduan dan  mengelola layanan
pengaduan dengan baik, artinya pemerintah
membuka diri untuk dikontrol dan diawasi
kinerjanya oleh publik, sehingga layanan
publik yang diterima oleh masyarakat
berkualitas  dan dari
Untuk

pengaduan masyrakat, Kementerian Desa,

menjadi jauh

pelanggaran. menampung

Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Kemen-PDT) meluncurkan

SMS dan Call Center Pengaduan desa.

Selain yang dikelola oleh
Kementerian Desa PDTT, pengaduan
masyarkat juga dikelola oleh

Kabupaten/Kota. Penanganan pengaduan
mayarakat desa di level kota biasanya
oleh SKPD dan

Daerah. Sampai saat ini belum ada regulasi

ditangani Inspektorat
yang mengatur mekanisme penanganan
pengaduan masyarakat terkait dengan dana
desa. Kemendagri hanya memerintahakan
kepada Kabupaten/Kota untuk adanya
yang
masyarakat pada Inspektorat Kabupaten/

bagian menangani  pengaduan
Kota. Sistem pengaduan masyarakat terkait
dengan dana desa di Kabupaten/Kota tidak
terintegrasi dengan sistem pengaduan
masyarakat yang ada pada Pemerintah
Tidak

pengaduan masyarakat antara sistem di

Pusat. terintegrasinya  sistem
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Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat
dapat menyebabkan lambatnya pengaduan
dan
tidak

terintegrasinya pengaduan masyarakat juga

masyarakat ~ untuk  ditanggapi

ditindaklanjuti. Selain itu

dapat mengakibatkan terjadinya duplikasi

di  dalam  penanganan  pengaduan

masyarakat.
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